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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam 

musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2020 di Desa Tembalae 

Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan 

rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan musyawarah perencananaan pembangunan (Musrembang) Desa 

Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu serta apa sajakah faktor 

penghambat dalam pelakasanaan musyawarah perencanaan pembangunan 

(Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualintatif deskriptif dimana cara yang digunakan untuk memecahkan sebuah 

masalah yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun, menjelaskan, menganalisis 

serta mengumpulkan data dari objek yang sedang di teliti, dalam hal ini tehnik 

yang digunakan yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan kepada pihak yang 

dianggap penting. Jadi data penelitian ini didapatkan dari wawancara yang 

dilakukan kepada Kepala Desa Tembalae, Sekertaris Desa, Ketua BPD, 2 Staf 

Desa dan 4 tokoh masyarakat serta 5 tokoh pemuda. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan Desa Tembalae tahun 2020 sudah ada namun belum maksimal di 

sebabkan karena pemerintah Desa Tembalae belum sepenuhnya melibatkan semua 

elemen masyarakat ditambah dengan hambatan dari kurangnya kesadaran, tingkat 

pendidikan masyarakat, kesibukan dan dampak pandemi covid 19 serta masih 

kurangnya komunikasi dari pemerintah Desa Dembalae kepada masyarakat. 

Adapun untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah 

perencanaan pembangunan Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu 

Tahun 2020, pemerintah Desa Tembalae harus mensosialisasikan terlebih dahulu 

dengan masyarakat mengenai kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan 

Desa Tembalae Tahun 2020, pemerintah Desa Tembalae harus mengundang 

semua elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh 

pemuda dan pemerintah Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten dompu juga 

dalam hal penetapan hari pelaksanaan musrembangdes tidak bertepatan dengan 

kesibukan masyarakat dengan aktivitas pekerjaan supaya masyarakat yang hadir 

lebih banyak saat musrembangdes serta masyarakat Desa Tembalae juga harus 

menyadari akan pentingnya menjalin komunikasi, berpartisipasi dan berkerja 

sama dalam perencanaan serta penetapan dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. 

Kata Kunci: Partisipasi, Perencanaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada dasarnya orang akan menginginkan sebuah kehidupan yang 

sempurna dan lebih baik di setiap harinya. Istilah-istilah tersebut akan dapat 

menggambarkan pemenuhan segala bentuk kebutuhan di masyarakat. Syaratnya 

jangan khawatir memikirkan hari esok. Kondisi yang memberikan situasi yang 

menguntungkan untuk realisasi diri dan pencapaian proses hubungan sosial yang 

adil. Realitas yang kemudian dianggap sebagai masalah sosial akan selalu 

mendorong atau mengilhami munculnya upaya perubahan atau perbaikan bagi 

kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di desa. Strategi 

pembangunan desa adalah meningkatkan kapasitas dan komitmen masyarakat 

untuk  berpartisipasi dalam pembangunan, dan partisipasi masyarakat secara 

langsung dalam setiap tahapan proses pembangunan merupakan ciri utama 

pembangunan desa yang ideal. 

 Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai input dan output, proses 

partisipasi dapat dikategorikan menjadi beberapa tahapan, yaitu mulai dari 

menerima informasi, menanggapi informasi, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengembangan dapat sebagai saluran atau input. Sedangkan output atau keluaran 

adalah suatu proses yang dihasilkan dari apa yang telah dilakukan oleh 

masyarakat. 

Landasan hukum dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 

1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara dan 

partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Presiden Suharto sejak tahun 

1966 menerapkan konsep partisipasi masyarakat dalam program pembangunan 

dan sesuai dengan paradigma pemerintah orde baru yang sentralistik, seluruh 

kebijakan pembangunan dilakukan secara “top-down”. 
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Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem 

perencanaan pembangunan nasional, dikemukakan bahwa sistem perencanaan 

pembamgunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan 

untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 

menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 

masyarakat ditingkat pusat dan daerah.  

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam 

pasal 206 menyebutkan tentang kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan 

yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan kebupaten/kota diserakan pengaturannya kepada desa, 

bantuan dari pemerintah provinsi atau bantuan pemerintah kabupaten/kota kepada 

desa di sertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya 

manusia dan urusan pemerintah lainnya oleh peraturan perundang-undangan 

diserakan kepada desa. Bila dilihat dari undang-undang tersebut bahwa dapat 

dijelaskan desa mempunyai hak dalam mengelola, menyelengarakan, mengatur 

dan membuat perarturan dengan mengikut sertakan masyarakat yang ada di desa 

tersebut.Hal ini diperkuat oleh undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa 

pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa “pembangunan desa meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan  dan pengawasan”. 

 Dalam pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa “pemerintah desa menyusun 

perencanaan pembangunan sesui dengan kewenangannya dengan mengacu pada 

perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam pasal 114 ayat (1) dan (2) 

peraturan pemerintah nomor 43 tentang peraturan  pelaksanaan undang-undang no 

6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa (1) perencanaan pembangunan desa 

disusun berdasrkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa; (2) musyawarah 

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan 

juni tahun anggaran berjalan. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 114 peraturan 

pemerintah nomor 43 tahun 2014 bahwa “perencanaan  pembangunan desa 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 menjadi pedoman bagi pemerintah desa 

dalam menyusun rancangan RPJM desa RKP desa dan daftar usulan RKP desa. 
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 Berkaitan dengan upaya pembangunan desa, peran serta masyarakat 

memegang peranan penting karena pembangunan desa sebenarnya bertujuan 

untuk memajukan desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi dan sumber 

daya yang ada. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 

diharapkan hasil pembangunan sesuai dengan yang diharapkan, dan partisipasi 

masyarakat dalam upaya pembangunan desa dimulai dari menerima informasi 

tentang perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan program. Dengan peran serta 

masyarakat, hasil pembangunan yang dilaksanakan diharapkan sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat. 

 Pembangunan adalah suatu proses pencapaian cita-cita negara untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan merata di seluruh Indonesia, namun 

pembangunan yang menjaadi dasar untuk mencapai masyarakat yang sejahtera 

dan sejahtera tidak dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata. 

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan khususnya di desa, pengembangan 

peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi 

permasalahan pembangunan saat ini sehingga pembangunan selanjutnya yang 

akan dilakukan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya 

 Pembangunan desa ke depan akan semakin menantang dengan keadaan 

masyarakat yang menyadari dan menginginkan pentingnya pembangunan daerah 

dalam kehidupan mereka, baik dari sisi perekonomian daerah yang semakin 

terbuka maupun kehidupan politik yang lebih demokratis. Namun desa ini belum 

beranjak dari citranya yang lama, terbelakang dan miskin. Meskipun banyak 

orang mengakui bahwa desa memiliki peran besar di kota, desa masih dipandang 

rendah dari segi ekonomi atau sebaliknya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya 

pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama dalam semua rencana strategis 

dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, kesenjangan antara kota dan 

pedesaan akan semakin besar, terutama dalam hal ekonomi 

 Pembangunan yang baik akan terlaksana jika dimulai dengan 

perencanaan yang baik, sehingga dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku 

pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu dalam 

proses perencanaan memerlukan peran serta masyarakat, diantaranya dengan 
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melakukan musyawarah perencanaan pembangunan. Pentingnya kegiatan 

musyawarah dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam 

menentukan suatu kebijakan mengenai program-program pembangunan yang akan 

dilaksanakan di daerah. 

Dengan melakukan musyawarah, masyarakat akan dapa ikut andil dalam 

menentukan suatu program pembangunan secara bersama dengan mewujudkan 

suatu kepentingan yang dapat dinikmati. Perencanaan ada sebagai upaya untuk 

mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya 

perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada 

sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan 

awal. Perencanaan sebagai bagian dari pada fungsi manajemen yang bila 

ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses 

pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur 

keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. 

Menurut Tjokroamidjojo dalam (Basom Frianto Wibowo 2015:3) bahwa,  

Perencanaan dalam arti luas tidak lain adalah suatu proses penyusunan sistematis 

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan adalah 

suatu cara untuk bagaimana mencapai tujuan yang sebesar-besarnya dengan 

sumber daya yang ada agar seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan dapat 

dilakukan di berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan rencana 

pembangunan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan, pemerintah 

berperan sebagai mesin pembangunan, dan hal ini terkait dengan pengertian 

perencanaan dan merupakan upaya lembaga publik untuk membuat arah kebijakan 

pembangunan yang harus dilaksanakan disuatu daerah, di tingkat negara bagian 

dan teritori, atas dasar kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah yang 

mempunyai wilayah kekuasaan. 

 Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang direpresentasikan 

dalam upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu. Ciri-

ciri yang bersangkutan adalah perencanaan yang memuat upaya pemenuhan 

kepentingan masyarakat dengan pemerataan pembangunan. Dalam proses 

pelaksanaannya, pelaksanaan pembangunan akan menemui kendala dari pihak 
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pelaksana dan masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi 

luar semua itu. Perencanaan merupakan sebuah tahap yang penting apabila diliihat 

dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah segala proses pembangunan 

telah selesai dilaksanakan.  

 Proses pengembangan yang dilakukan tentunya memiliki keterbatasan 

waktu implementasi, biaya dan ruang lingkup implementasi. Perencanaan juga 

dapat berperan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan agar 

proses pembangunan yang dilakukan dapat terpantau oleh pihak-pihak terkait 

tanpa terkecuali dari masyarakat. Mencermati penjelasan perencanaan dalam 

pembangunan desa, dapat dikatakan bahwa pentingnya perencanaan yang baik 

adalah seperti perjalanan yang sudah setengah jalan karena selebihnya tinggal 

melaksanakan dan mengendalikan. Jika pelaksanaannya konsisten, 

pengendaliannya efektif, dan faktor-faktor yang mengganggu sedikit atau tidak 

ada bias dalam pelaksanaan pembangunan, maka dapat dikatakan bahwa 

pembangunan tinggal menunggu waktu untuk mencapai tujuannya. Bahkan 

negara-negara besar masih menghadapi berbagai masalah pembangunan yang 

harus diselesaikan secara bertahap. 

 Ada berbagai alasan sebagai motif perencanaan seperti prevalensi 

kemiskinan, perbedaan kepentingan, sumber daya yang terbatas, sistem ekonomi 

pasar dan adanya tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pembangunan yang baik 

akan terlaksana jika dimulai dengan perencanaan yang baik, sehingga dapat 

dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di desa. Untuk itu, proses perencanaan memerlukan peran serta 

masyarakat, termasuk melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan 

pembangunan desa (musrenbangdes). Pelaksanaan Mosernbang di desa meliputi 

tahap persiapan, pembahasan dan perumusan prioritas program atau kegiatan, 

penyusunan kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca desa. 

Musrembang merupakan sebuah mekanisme perencanaan dan institusi 

perencana yang ada di daerah serta sebagai mekanisme untuk mempertemukan 

usulan atau kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan 

diprogram pemerintah (top down planning). Musrembang adalah sebuah usaha 
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yang benar-benar menjadi sebuah wadah dalam mempertemukan apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan masyarakat serta bagaimana pemerintah merespon 

semua masalah tersebut.  

Idealnya dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan  di 

tingkat desa akan melibatkan semua elemen masyarakat, pemerintah dan pihak 

yang berkepentingan dimulai dari pada tahapan proses, penentuan dan 

pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersamaan memikirkan bagaimana 

untuk membiayai dan mengimplementasikan hasil dari pada musrembang. Hal ini 

biasanya terjadi manakala pemerintah benar duduk secara bersama dan setara 

dalam hal memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan 

masyarakat kedepan. Melihat dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa 

perecanaan adalah faktor yang paling utama dalam setiap proses pembangunan 

desa yang lebih baik. Perencanaan dapat menjadi sebuah faktor penentu dalam 

keberhasilan pembangunan yang ada di desa, apabila terciptanya suatu 

perencanaan yang baik dalam menentukan suatu program pembangunan yang 

tepat, maka setiap pelaksanaan pembangunan sudah dapat dilaksanakan dengan 

sangat baik pula. 

 Berkenaan dengan perencanaan dalam pembangunan desa, peran dan 

partisipasi masyarakat sangat penting dalam merencanakan kegiatan 

pembangunan yang akan dilakukan mengingat hanya masyarakat setempat yang 

lebih mengetahui berbagai jenis masalah dan potensi sumber daya yang ada dalam 

rangka untuk memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

Dengan peran serta masyarakat, hasil pembangunan yang dilaksanakan 

diharapkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. 

Keterlibatan langsung masyarakat secara aktif pada perencanaan akan 

memberi ruang bagi kepentiingan dan inisiatif pembangunan yang secara 

langsung bersumber dari pada masyarakat. Dengan penerapan perencanaan 

partispatif ini kemungkinan akan dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat 

atau pelaku pembangunan desa untuk menemukan apa saja masalah yang dihadapi 

serta potensi yang dimiliki sehingga tumbuh kemampuan dalam merumuskan dan 

merencanakan pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi desa untuk 
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dirumuskan pada perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae. 

Proses kegiatan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila seluruh 

lapisan masyarakat mulai dari lapisan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 

perempuan dan tokoh pemuda serta dari aparat pemerintahan desa berpartisipasi 

dan bekerja sama dengan baik demi tercapaiannya tujuan bersama. Pentingnya 

persatuan dan kerjama secara bersama-sama dalam merencanakan dan 

menentukan suatu program-program pembangunan yang akan dilakukan di suatu 

daerah untuk mencapai tujuan bersama sehingga akan dapat dinikmati oleh semua  

kalangan baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah sebagai pemegang 

kekuasaan. 

 Saharuddin dan Sumardjo (2003:57.58) secara sederhana menyatakan 

bahwa partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang secara sadar diinginkan oleh pihak 

yang berkepentingan. Partisipasi dalam pengembangan masyarakat melibatkan 

partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan 

penikmatan hasil atau upaya perubahan masyarakat yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan masyarakat. 

 Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa seseorang akan berpartisipasi jika 

prasyarat partisipasi terpenuhi, yaitu (1) peluang, yaitu adanya suasana atau 

kondisi lingkungan yang dirasakan memiliki peluang untuk berpartisipasi. (ii) 

Keinginan, merupakan sesuatu yang kemudian akan mendorong/mengembangkan 

kreatifitas serta sikapnya sehingga termotivasi untuk berbagi, misalnya berupa 

manfaat yang dapat dirasakan dari keikutsertaannya, dan (iii) kemampuan, 

kesadaran atau keyakinan dalam diri yang dimilikinya berupa kemampuan dalam 

berbagi, dapat dalam berupa sebuah tenaga atau pikiran, serta waktu atau sarana/ 

prasarana. 

Berkaitan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Sahararuddin dan 

Sumardjo mengenai partisipasi masyarakat serta peran pemerintah dalam proses 

perencanaan pembangunan, hal ini akan membuktikan bahwa betapa pentingnya 

keikutsertaan masyarakat dalam upaya untuk merumuskan suatu perencanaan 
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pembangunan secara bersama dengan pemerintah. Namun, hal tersebut akan 

terwujud apabila pemerintah memberikan kesempatan atau ruang yang cukup bagi 

masyarakat untuk terlibat secara pasif ataupun aktif dalam proses perencanaan 

maupun dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah 

dirumuskan secara bersama antara semua pihak yaitu masyarakat dengan 

pemerintah. 

Selain partisipasi masyarakat yang harus dilibatkan dalam setiap 

perencanaan dan pembangunan, pemerintah juga sangat memegang peranan 

penting dalam proses pembangunan, di negara berkembang seperti Indonesia, 

peran pemerintah lebih penting lagi terutama dikarena kebanyakan masyarakat 

masih harus dibangun prakarsa dan kemampuannya untuk terlibat secara efektif 

didalam pembangunan. Tingkat pendidikan rata-rata penduduk yang masih 

lumayan rendah, sistem politik yang belum cukup membangun dan member ruang 

kepada penyaluran kemampuan masyarakat adalah beberapa alasan masih 

lemahnya posisi masyarakat dalam pembangunan. 

Sementara itu, pemerintah akan dianggap memiliki sejumlah kemampuan 

antara lain seperti keahlian, pengetahuan, kekuasaan, sistem, teknologi dan 

sebagainya. Oleh sebab itulah dengan kemampuan yang dimilikinya, pemerintah 

sangat diharapkan mampu mengambil peran penting dalam pembangunan, 

termasuk dalam hal menggerakan dan memberikan ruang kepada partisipasi dan 

perkembangan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kemudian pembangunan 

pada masyarakat desa dapat diupayakan secara bersama-sama oleh pemerintah 

(pemerintah desa) dan masyarakat setempat. Sehingga apa yang menjadi masalah 

pembangunan yang masih merupakan salah satu permasalah penting di tingkat 

desa akan dapat ditangani secara bersama oleh pemerintah dan semua unsur 

komponen masyarakat yang ada di desa. 

Penelitian ini akan sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

partisipasi masyarakat dan hambatan dalam melakukan Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Tahun 2020. Permasalahan 

mendasar ketika pemerintah dalam pelaksanaan Musyawarah Perecanaan 

Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu 
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ialah kurang mengikut sertakan pemuda dan masyarakat didalam mengikuti 

musyawarah rencana pembangunan didesa, sehingga output dari pada hasil 

musyawarah tidak berjalan dengan semestinya untuk meningkatkan kualitas 

pembanguna di desa, pemerintah hanya melibatkan orang-orang yang sudah tua 

atau  sesepuh ( umur 50 keatas ) yang kurang memberikan gagasan- gagasan 

untuk membangun,  mereka hanya sebagai formalitas dalam musyawarah desa, 

sehingga  apa yang pemerintah desa putuskan dalam hasil musyawarah menjadi 

hasil akhir tanpa ada masukan dan kritikan. Selain itu juga masih acuh tak 

acuhnya masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan. 

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan di atas, 

maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul: “Partisipasi Masyarakat 

dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa 

Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan dan di 

paparkan di atas, maka akan dapat dirumuskan sebuah masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah 

Perecanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan 

Pajo Kabupaten Dompu? 

2. Apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan 

Pajo Kabupaten Dompu? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitin ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa 

Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Musyawarah 

Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo 

Kabupaten Dompu. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasakan dari tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan 

bermanfaat bagi peneliti dan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Adapun manfaat 

rencana penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a)  penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru dan 

sebagai referensi bagi mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. 

b) Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah 

perencanaan pembangunan (Musrembang) desa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Penelitian ini di harapkan sebagai landasan bagi pemerintah desa 

Tembalae untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada 

musyawarah perencanaan pembangunan desa.  

1.4.3 Manfaat Akademik 

  Secara akademik penelitian akan diharapkan  memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu persyaratan 

untuk menyelesaikan studi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas 

Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. 

b) Dapat menambah wawasan bagi peneliti dengan mengaplikasikan 

ilmu yang didapat dalam proses penelitian. 

c) Pengembangan ilmu pengetahuan dengan karya penelitian baru yang 

dapat mendukung kerja dari pemerintah desa. 

d) Bagi pembaca, agar dapat mengetahui bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu 

1 Penelitian oleh 

Zoebir 

Zoebir Tahun 2012 tentang “Partisipasi Masyarakat 

dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Identifikasi 

Indikator-indikator Partisipasi Masyarakat dalam 

Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor, 

Propinsi Jawa Barat)”. Peraturan pembangunan 

semestinya tertuju pada masyarakat, itu tercermin dari 

peningkatan partisipasi masyarakat pada serangkaian 

penyusunan beberapa aturan di daerah, mesti didukung 

oleeh aparat pemerintah (daerah) sebagai upaya yang 

baik dalam memobilisasi diri masyarakat yang lebih 

ketat terhadap kepatuhan dan pelaksanaan dari pada 

hukum itu sendiri. Sehingga upaya ini dihaparkan 

mampu meningkatkan kepatuhan penduduk pada 

peraturan daerah. Keyakinan di dalam diri aparatur 

daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk 

menyelesaikan segala bentuk dalam penyusunan 

perarturan di daerah baik itu di kota maupun kabupaten. 

Kemudian masalah utama yang dihadapi ialah 

bagaiamana caranya agar bisa dilakukan dalam bentuk 

yang nyata di kehidupan bermasyarakat. Usaha- usaha 

yang dilakukan tersebut memang tidak akan mudah 

diwujudkan seperti membalikan telapak tangan tetapi 

dibutuhkan waktu yang lama dengan proses memakan 

waktu serta tenaga dan pikiran yang terkuras. Hal 

tersebut hanya akan bisa dilakukan oleh pemerintah 

yang memiliki hati yang iklas serta yang memiliki 

pengetahuan yang lebih. Faktor terpenting dalam 
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keberhasilan menetukan pembangunan didaerah ialah 

adanya kesadaran dari semua lapisan masyarakat untuk 

ikut andil dalam merencanakan dan menetapkan sebuah 

kebijakan ataupu program kerja sehingga kebijakan 

yang diputuskan akan sesui dengan kebutuhan dan 

keinginan masyarakat. Masyarakat di tuntut untuk sadar 

bahwa keikutsertaan mereka di setiap proses 

pembangunan  dari mulai tahap perencanaa sampai pada 

tahap pelaksaan, jadi masyarakat juga akan mengetahui 

bahwa mereka juga bisa ikut terlibat dalam 

pelakasanaan program kerja tersebut serta akan ada 

timbal balik dari pada apa yang di rumuskan secara 

bersama antara pemerintah dan masyarakat.  

2 Penelitian oleh 

Fathurrahman 

Fathurrahman Fadil Tahun 2013 tentang “Partisipasi 

Masyarakat pada Musrembang Kelurahan Kotabaru 

Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten 

Kotabaru”. Partisipasi ialah sebuah relasi yang ada 

dalam kekuasaan baik itu  persoalan sosial, ekonomi 

maupun politik yang diperintahkan oleh sitem 

demokrasi. Pada negara yang menganut sistem 

demokrasi bahwa ada kalanya pemerintah ikut turun 

langsung dalam menangani masyarakatnya dan ada 

kalanya pemerintah memberikan ruang kepada otoritas 

setempat yang mempunyai wewenang untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi tergantung pada 

kondisi dan situasi. Masyarakat ialah sekelompok 

manusia yang memiliki satu kesatuan, keterikatan 

antara satu dengan yang lainnya sehingga akan 
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menimbulkan rasa kepedulian antar sesama baik itu 

dalam budaya, ekonomi, sosial dan lain-lainnya.  

3 Penelitian oleh  

Ahmad Mustamin 

 

Penelitian yang dilakukan Ahmad Mustamin Tahun 

2017 tentang “Partisipasi Masyarakat dalam 

Musrembang di Kelurahan Kanyuara Kecamatan 

Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang”. 

Partisipasi dari masyarakat ialah keikutsertaan 

masyarakat pada setiap pembangunan dari proses 

perencanaan serta pelaksanaan setiap program kerja 

yang di laksanakan di masyarakat. Sedangkan 

Sedangkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi masyarakat 

ialah sebuah aktivitas yang mengikutsertakan perasaan 

dan emosional seseorang dalam proses pembuatan 

keputusan dan melaksanakan tanggung jawab dalam 

suatu organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan 

bersama yang telah ditetapkan. Konsep partisipasi, 

dalam perkembangannya, memiliki pengertian yang 

beragam walaupun dalam beberapa hal memiliki 

persamaan. Pada konsep pembangunan, pendekatan 

dalam partisipasi kurang lebih memiliki tiga makna. 

Pertama, bahwa partisipasi ialah sebuah kontribusi yang 

dilakukan masyarakat dalam meningkatkan efektifitas 

dan efesiensi pembangunan dengan upaya 

mempromosikan  serta pembedayaan. Kedua partisipasi 

ialah instrumen untuk mencapai tujuan. Ketiga, 

partisipasi di artikan sebagai sebuah kondisi dimana 

semua pihak yang berkepentingan dari masyarakat, 

birokrasi, LSM serta aktor yang lainnya ikut terlibat 

langsung dalam setiap program partisipasi yang 

kemudian melibatkan semua pihak.  
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4 Merry agustin Penelitian ini yang telah diilakukan pada tahun 2016 

tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan 

Pembangunan Desa Melalui Musrebangng Studi Kasus 

Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan 

Mantup Kabupaten Lamongan” bahwa partisipasi 

masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat 

dalam segala pembangunan yang meliputi kegiatan 

perencanaan dan pembangunan. pelaksanaan program-

program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam 

bentuk partisipasi mendukung keberhasilan program 

yang ditawarkan oleh pemerintah. Program 

Pembangunan Jalan Poros Desa di Desa Tunggunjagir 

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan bertujuan 

untuk mensejahterakan masyarakat yaitu dengan akses 

jalan. 

 

5 Tikka Dessy dan 

yuta Lilasari 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 tentang 

peran musyawarah perencanaan pembangunan dan tata 

kelola perekenomian Desa Pulongdowo Kecamatan 

Tumpang Kabupaten Malang Bahwa perencanaan 

pembangunan di desa Pulongdowo dimulai dengan 

proses menghimpun aspirasi dari masyarakat desa yang 

kemudian di sampaiikan kepada badan 

permusyawaratan  desa sebagai wakil dari masyarakat 

yang ada di desa yang kajiannya membahas tentang 

kondisi wilayah serta keluh-keluhan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, maka dalam 

penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksudkan oleh peneliti, 

yakni keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan 

memberikan sumbangan ide terhadap setiap proses pembangunan yang akan 

dilaksanakan, dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subyek 
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sekaligus sebagai objek pembangunan yang mengetahui bentuk kondisi 

didaerahnya sendiri, sehingga pembangunan yang nantinya dilakukan didaerah 

mereka betul-betul seperti yang mereka butuhkan. 

2.2 Partisipasi 

2.2.1 Definisi Partisipasi 

Pastisipasi merupakan proses ikut serta individu masyarakat dalam 

kegiatan kelompok serta ikut memberikan masukan atau sumbangsi dalam bentuk 

apapun terhadap kegiatan yang dilakukan agar dapat menghargai pembangunan 

yang sedang dilakukan. Andi Uceng dkk (2019:22). Dalam realitisnya, terutama 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini 

sering dikaitkan dengan usaha didalam mendukung  program pembangunan. 

Sedangkan menurut A. Mustanir dan Partisan Abadi (2017:249) menegaskan 

bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi, 

dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan. Keterlibatan 

masyarakat dalam memikul beban dan memetik suatu hasil atau suatu manfaat 

pembangunan adalah suatu partisipasi yang nyata. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka partisipasi yang kemudian 

dimaksud adalah keikutsertaan/ keterlibatan masyrakat dalam perencanaan dengan 

memeberikan sumbangan ide terdahap proyek pembangunan yang dilaksanakan, 

dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subyek sekaligus objek 

pembangunan yang mengetahui betul kondisi  didaerahnya sendiri, sehingga 

pembangunan yang nantinya dilaksanakan di daerah mereka betul-betul seperti 

yang mereka butuhkan. 

2.2.2 Partispasi Masyrakat 

Isbandi dalam (Dea devita 2013:382) mengatakan bahwa Partisipasi 

masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian 

masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan pengambilan keputusan 

mengenai solusi untuk menyelesaikan masalah, pelaksanaan upaya untuk 

mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi 

perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 
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suatu wilayah menjanjikan suatu proses yang bersifat kolaboratif dimana seluruh 

lapisan masyarakat dapat merumuskan tujuan bersama (common goals), terlibat di 

dalam pengambilan keputusan kolektif, menciptakan ruang, dimana ruang ini 

merupakan tempat untuk mengekspresikan keinginan mereka. 

Konsep perencanaan dan desain pembangunan wilayah, partisipasi 

dilihat sebagai persyaratan untuk mendukung proses demokratisasi. Semua 

anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berperan dalam pengambilan 

keputusan yang menyangkut hidup dan penghidupannya. Dalam bentuknya yang 

ideal, partisipasi dalam perencanaan dan desain pembangunan wilayah bukan 

hanya merupakan hak, tetapi sudah merupakan suatu aksi demokratis. Untuk 

memahami teori partisipasi dalam perencanaan pembangunan, Arnstein 

merumuskan suatu jenjang atau tingkat partisipasi sesuai dengan peran dan fungsi 

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta kontrol aktivitas pembangunan 

di wilayahnya. 

 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa 

adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat 

sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki 

dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan 

masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat 

akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 

monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan 

pendekatan pembangunan dengan semangat. Masyarakat lokal menjadi bagian 

yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan 

masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta 

pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan 

pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat setempat yang lebih mengetahui apa 

permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. 

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah kebijakan, berarti 

memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan. 
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Menurut Rahardjo Adisasmita (2006:34) mengatakan bahwa partisipasi 

anggota masyarakat adalah ketelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, 

meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) 

program/proyek pembangunan yang di kerjakan di dalam masyarakat lokal. 

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan merupakan 

aktulisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban 

dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. 

Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang bersedia adalah relatif terbatas 

sedangkan program/proyek pembangunan yang di butuhkan sangat banyak, 

sehingga perlu melakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada 

pembangunan program pembangunan. 

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk 

pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi 

pada pencampaian dasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat 

(pedesaan). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan 

pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efesien 

baik dari; (a) aspek masukan atau input sumber daya manusia, dana, 

peralatan/sarana, data, rencana dan teknologi; (b) dari aspek proses pelaksanaan, 

monitoring dan pengawasan; (c) dari aspek keluaran atau output, pencapaian 

sasaran , efektifitas dan efisiensi. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan 

pembangunan di upayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program 

pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana atau program pembangunan 

dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat 

kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan 

terlaksana pula secara efektif dan efisien. 

Partisipasi ialah melibatkan lebih banyak mental dan emosi dari pada 

fisik seseorang sehingga pribadi diharapkan lebih banyak terlibat dari pada 

fisiknya sendiri. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi yang demikian 

itu disebut sebagai partisipasi sukarela. Sedangkan partisipasi dengan paksaan 

disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong orang untuk ikut bertanggung jawab 
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didalam suatu kegiatan, karena apa yang disumbangkannya adalah atas dasar 

kesukarelaan sehingga timbul rasa tanggung jawab kepada organisasi. (Dea 

Deviyanti, 2013:382). 

 “Seorang yang berpatisipasi  sebenarnya mengalami keterlibatan 

dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam perkerjaan atau 

tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan 

perasaannya”. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka ada tiga buah unsur penting 

dalam partisipasi yaitu: 

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental, perasaa, atau semata-

mata hanya keterlibatan secara jasmaniah. 

2. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan 

kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu 

kelompok. 

3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini 

merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa partisipasi menyangkut keterlibatn 

diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam perkerjaan atau tugas saja, 

dan ketiga unsur partisipasi tersebut didalam realitanya tidak akan terpisahkan 

satu sama lain, tetapi akan saling menunjang. 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasan sama atau 

menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagai identitas, kepentingan-

kepenting yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. 

Ada beberapa fungsi masyarakat yaitu penyediaan dan pendistribusian barang-

barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan perkerjaan, keamanan publik, 

sosialisasi, wadah pendukung atau gotong royong dan kontrol sosial. Menurut 

Rustian Kamaluddin dengan berpartisipasinya masyarakat secara aktif dalam 

forum musrembang, masyarakat mampu menyampaikan aspirasi mereka dan 

masalah mereka sendiri sebagai orang yang terlibat dari perencanaan, pelaksanaan 

dan hasil. Menumbuhkan kesadaran diri dan partisipasi masyarakat dalam forum 

musrenbag, setidaknya masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi 

berperan sebagai penyampai aspirasi dan perencana pembangunan juga.  
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Adanya partisipasi masyarakat yang baik dalam pelaksanaan 

musrembang desa maka akan tercapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan 

keinginan bersama, adanya mufakat bersama merupakan bentuk hasil kerjasama 

antara pihak masyrakat dengan pemerintah, yang saling mempercayai, saling 

terbuka, adanya tujuan bersama, sehingga akan terbentuk sistem sosial yang 

kokoh, yang akan meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga hasil dari 

musrenbag dapat diterima semua pihak. 

Berdasarkan jenis partisipasi yang dikemukakan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pembangunan dapat 

berupa sumbangan pemikiran baik dalam perencanaan pembangunan maupun 

dalam pelaksanaannya, keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola 

sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahtreaan mereka, tenaga dalam 

pelaksanaan pembangunan, harta dan uang yang dapat digunakan untuk 

membantu dan membiayai pembangunan yang dilaksanakan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat baik secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah. 

Namun, hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh masyarakat adalah untuk 

mencapai pembangunan yang baik dengan terlibat secara langsung dalam proses 

pembuatan kebijakan atau program-program pembagunan dengan bekerja sama 

dengan baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan 

pemerintah. 

2.3 Desa 

2.3.1 Definisi Desa 

Secara Etimologi, kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang 

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perpektif geografis, desa 

atau village, yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shof in a country 

area, smaller than and town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak 

asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada 

didaerah kabupaten. 

Menurut widjaya HAW dalam (Cut Mafzatun dkk 2017:36) 

menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang  
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mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang di akui dalam sistem 

pemerintahan nasioanal. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

desa pasal 1, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal 

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan negara kesatuan republik indonesia (NKRI).  

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah, kepentingan masyarakat  

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik 

indonesia. Tujuan dibentuknya suatu desa adalah untuk meningkatkan 

kemampuan penyelenggara pemerintahan secara berdaya dan berhasil guna untuk 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan kemajuan pembangunan. 

2.3.2 Konsep Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah dalam pasal 206 menyebutkan tentang kewenangan desa mencakup urusan 

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diserahkan 

pengaturannya kepada desa, bantuan dari pemerintah provinsi atau bantuan 

pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan 

prasarana, serta sumber daya manusia dan urusan pemerintahan lainnya oleh 

peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Bila kita melihat urusan 

pemerintahan yang dikelola oleh desa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, 

bahwa desa berhak menyelenggarakan, mengatur dan membuat kebijakan dalam 

membangun desa. Kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat 
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memiliki kewenangan dan legitimasi yang cukup kuat untuk membawa desanya 

ke arah yang dikehendakinya. 

 Pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan desa untuk 

kemajuan desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, disusunlah 

rencana pembangunan desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pembangunan perdesaan 

disusun sebagaimana dimaksud oleh pemerintah desa dan peran serta seluruh 

masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, pemerintah dan masyarakat desa 

berpartisipasi dengan membentuk suatu kerjasama untuk mensejahterakan 

masyarakat karena pemerintah dan masyarakat desa merupakan dua pihak yang 

harus ikut serta dalam pembangunan desa. 

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, 

ada beberapa hal yang harus kemudian diketahui dan menjadi langkah awal 

pemerintah desa untuk memajukan pembangunan desa yaitu: pemerintah desa 

sebagai perencana danmasyarakat sebagai pelaksana harus mengetahui konsep 

dalam pembangunan desa, selama ini perencana dan pelaksana hanya mengetahui 

pembangunan pedesaan adalah kemauan semua masyarakatt untuk mendukung 

secara mutlak program-program yang dibuat pemerintah desa dengan segala 

tujuannya, artinya salah yang satu sistem pasif, seharusnya pembangunan desa 

adalah kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam merencanakan, 

melaksanakan dan memanfaatkan hasil dari pada pembangunan, kedua sistem 

sama-sama aktif, pemerintah desa harus mengubah persepsinya terhadap 

pembangunan desa, sehingga dinamika dalam pembangunan yang ada didalam 

masyarakat menjadi berkembang, pemerintah desa harus mempunyai sikap 

toleransi terhadap kritikan dan fikiran alternatif dari masyarakat. 

Sebuah kritikan dan pikiran alternatif itu sebagai bentuk dinamika  yang 

terjadi dalam pembangunan masyarakat itu sendiri. Artinya Pemerintah desa harus 

menghargai anak-anak bangsa yang mau menunjukan sedini mungkin kesalahan 

yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan suatu pembangunan, 

bukan justru merendahkan sebelum kesalahan itu menumbuhkan permasalahan 

baru yang menghambat laju perkembangan pembangunan serta pembangunan 



 

22 
 

desa harus dianggap sebagai suatu kewajiban moral dari setiap masyarakat, 

pemerintah desa harus menghargai dan menghormati asal-usul dan adat istiadat 

setempat. 

2.3.3 Musyawarah Pembangunan Desa 

2.3.3.1 Pra Musbang 

Untuk memulai suatu perencanan pembangunan di desa/kelurahan telah 

dilakukan penyusunan rencana tahap awal melalui musyawarah partisipatif 

ditingkat dusun/lingkungan untuk merencanakan dan mengatasi masalah-masalah 

yang dirasakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk 

menyusun rencana pembangunan yang dapat mencerminkan kebutuhan 

masyarakat dengan menumbuhkan pentingnya masyarakat dalam setiap 

pemberdayaan pembangunan yg telah dirumuskan bersama. Perumusan rencana 

awal disusun oleh masyarakat sendiri sehingga, tidak perlu tergantung dan orang 

luar yang tidak mengetahui dengan pasti permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat setempat. Dengan melihat keadaan tersebut diatas, maka pemerintah 

desa/kelurahan perlu menyusun strategi untuk mandiri dalam penyusunan 

rencanan pembangunan desanya dengan: 

a. Melibatkan seluruh warga desa/kelurahan untuk berperan dalam 

penyusunan rencana pembangunan ditingkat rt/rw, dusun/kelurahan. 

b. Mengikut sertakan warganya untuk mengikuti pelatihan pembangunan 

desa dengan jalan menyeleksi masyarakat nyayang mempunyai potensi 

untuk jenis pelatihan yang akan diikuti. 

Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga desa/kelurahan 

untuk berperan dalam proses penyusunan rencana serta meningkatkan 

kemampuan dan keterampilannya melalui pelatihan pembagunan desa/kelurahan 

maka akan memberikan motivasi kepada masyarakatnya untuk berperan serta 

dalam pembangunan desa/kelurahan. Dengan termotivasinya masyarakat maka 

kinerjanya diharapakan akan lebih baik dari sebelumnya dan hal ini akan 

memberikan sumbangan dalam pembahasan rencana ditingkat musbang. 
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2.3.3.2 Musbang 

Kegitatan yang dilakukan dalam musyawarah pembangunan 

desa/kelurahan ini adalah menindak lanjuti hasil penyusunan rencana dalam pra 

musbang sehingga diperlukan tenaga perencana yang dapat memilah hasil kajian 

pra musbang yang sifatnya masih terlalu umum sehingga perlu dibuat skala 

prioritas, mengingat kebutuhan masyarakat sangat banyak sedangkan dana untuk 

itu sangat terbatas. Dengan memperhatikan keadaan tersebut diatas maka 

pemerintah desa/kelurahan perlu mengambil suatu strategi dibidang peningkatan 

sumber daya manusia. Kendala utama dalam Musbang ini adalah rendahnya 

kemampuan dan keterampilan para perencana ditingkat desa/kelurahan, sehingga 

kualitas rencana yang dihasilkan belum dapat mencermikan kebutuhan 

masyarakat, sehingga ditingkat LKM usulan melalui musbang sebagian belum 

terlansir.  

Pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak dilakukan 

perencanaan dengan baik. Begitupun orang yang ikut terlibat dalam setiap 

pembangunan. Pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila seluruh lapisan 

aspek masyarakat bekerja sama dengan baik pula, salah satu cara upaya yang 

ditempuh untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan kepentingan pemerintah 

adalah salah satunya dengan adanya forum musrembang. Musrembang merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah setiap satu tahun 

sekali dan merupakan salah satu forum yang digunakan untuk membuat suatu 

perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat 

dengan pemerintah untuk membahas program-program pembangunan yang akan 

dilakasanakan kedepannya. 

2.4. Perencanaan  

2.4.1 Definisi Perencanaan 

 Perencanaan Partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua 

(rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk 

mencapai kondisi yang diinginkan. Hal ini seperti yang dikemukakan Sulaiman 

dalam (Alexander Buditjahjono Gedeona, 2014:72), dimana partisipasi dalam 

kegiatan perencanaan pembangunan adalah: 
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a. Bentuk Partisipasi 

Pada tahap ini bentuk partisipasi masyarakat yang bisa di sumbangkan 

dalam perencanaan Pembangunan berbentuk tingkat kehadiran, memberikan ide 

atau gagasan dalam penentuan usulan prioritas. Ide atau gagasan disampaikan 

melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan hasil ide-ide tersebut akan 

diusulkan dalam penetapan usulan. Bentuk partisipasi masyarakat di berikan 

dalam bentuk sumbangan pikiran, saran, usulan maupun kritik dalam pertemuan 

atau rapat yang diadakan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

b. Kewenangan dalam Pengambilan Keputusan 

Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting, 

diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur 

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu 

diselengarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan 

persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut. 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat 

tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif 

dalam pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapatkan perhatian 

adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara 

proposional sesuai dengan peranannya masing-masing. 

c. Metode Pemberian Usulan 

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada 

kepentingan masyarakaat dan juga berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang 

dihadapi masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut 

maka dilakukan identifikasi dan penetapan permasalahan, menggali dan 

mengumpulkan masalah-masalah kebutuhan masyarakat.  

2.4.2. Perencanaan Pembangunan 

 Ditinjau dari sejarah perkembangan pembangunan desa di indonesia 

pada mulanya mempergunakan istilah pembangunan masyarakat (community 

development). Pembangunan masyarakat diartikan sebagai suatu proses, metode, 

program, kelembagaan dan gerakan yang mencakup: 
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a. Mengikut sertakan masyarakat sebagai basis dalam menanggulangi masalah-

masalah yang dihadapi bersama. 

b. Mendidik dan melatih masyarakat dalam proses demokrasi untuk mengatasi 

masalah secara bersama. 

c. Mengaktifkan kelembagaan serta menyediakan fasilitas untuk transfer 

teknologi kepada masyarakat. 

Pembanguna desa di indonesia sebagai suatu usaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, sesungguhnya sudah dilakukan sejak tahun 1956. Sejak 

tahun tersebut usaha pembangunan desa diberikan tempat dan perhatian sungguh-

sungguh dan menjadi program resmi pemerintahan. Hakikat pengertian 

pembangunan desa pada waktu itu merupakan suatu gerakan, dimana usaha 

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya 

ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat sendiri. Oleh karena itu 

pembangunan desa di rintikan kepada usaha peningkatan swakarsa san swadaya 

masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan 

suatu kewajiban. Titik berat pendekatannya menadaskan kepada konsep 

pembangunan masyrakat, yaitu suatu gerakan untuk memajukan kehidupan yang 

lebih baik dengan partisipasi aktif dan swakarsa masyarakat itu sendiri. 

Pembangunan adalah usaha sadar yang dilakukan dilakukan oleh masyarakat 

bersama pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam meningkatkan 

kesejahteraan rakyat (undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa). 

Rostow dalam bukunya Minah Sinuhaji Bahan Ajar “Perencanaan dan 

Pembangunan Wilayah” juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak 

hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output 

daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan 

melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas 

landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran.  

Melihat penjelasan mengenai perencanaan pembangunan tersebut, 

setiap tahapan dari proses dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan 

harus diperhatikan secara seksama dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan 
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membuat suatu perencanaan dengan baik yang dilakukan secara bersama-sama 

antara seluruh lapisan masyarakat dengan pemerintah akan menumbuhkan adanya 

rasa saling menghormati dan dapat meningkatkan hubungan kerja sama sehingga 

terwujud apa yang diinginkan dalam perumusan kebijakan program 

pembangunan.  

Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan 

pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan 

sektoral dan pemberdayaan masyarakat (people empowering) terutama di 

pedesaan. Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti sebagai metode 

pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan, sebagai program, dan 

sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi 

oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks 

Indonesia, perencanaan pembangunan menjadi penting mengingat sumber- 

sumber ekonomi yang semakin terbatas dan akan menjadi habis, jumlah penduduk 

yang sangat besar dan beragam, tingkat pendidikan dan kemampuan manajerial 

yang masih rendah. Untuk meningkatkan pembangunan nasional, pemerintah 

harus membangun negara dengan cara membuat suatu program-program 

pembangunan yang dapat membangun desa ke arah yang lebih baik.  

Pada saat ini, keadaan masyarakat di desa seakan masih kurang 

diperhatikan oleh pemerintah dengan masih banyaknya desa yang sampai 

sekarang belum tersentuh oleh program-program pembangunan yang dapat 

membawa kehidupan bagi masyarakat desa. Pemerintah di negara-negara sedang 

berkembang, termasuk indonesia, telah merencanakan berbagai program 

pembangunan pedesaan. Program-program pembangunan pedesaan tersebut antara 

lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah: (1) pembangunan pertanian 

(agricultural development), (2) industrialisasi pedesaan (rural industrialization), 

(3) pembangunan masyarakat desa terpadu (integrated rural development), serta 

(4) strategi pusat pertumbuhan (growth centre strategy). Dari uraian Tersebut 

maka perencanaan pembangunan yang dimaksud penulis adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam forum musyawarah untuk 

merencenakan program dan menentukan kebijakan agar tercapainya pembangunan 
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sehingga apa yang kemudian yang menjadi hasil keputusan dapat meningkatkan 

kesejateraan bagi masyarakat. 

2.5. Kerangka Berfikir 

 Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 
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Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu 

Tahun 2020 

 

1. Perencanaan Program Yang Sistematis 

2. Melibatkan Masyarakat 

3. Dorongan Dari Pemerintah Desa 

4. Formulasi usulan 

5. Kebijakan Yang Menguntungkan Semua Pihak 

Teori Tjokroamidjojo dalam (Basom Frianto Wibowo 2015:3) 

Adapun Hasil Yang Akan Didapatkan Antara Lain: 

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Yang Tinggi 

2. Pemerataan Program Kerja 

3. Kesejahteraan Masyarakat 

4. Kemajuan Untuk Desa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan trianggulasi 

(gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung 

data kualitatif, analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan pada makna, keunikan, fenomena untuk menemukan hipotesas 

(Sugiyano 2018:9). Dalam penelitian  ini peneliti mengunakan metode penelitian 

kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cendrung 

mengunakan analisa. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih menonjol dalam 

penelitian kualitatif. 

 Menurut Steven Dukeshire dan Jannifer Thurlow dalam 

(sugiyono,2018:3) metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

berkenaan dengan data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama 

digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang 

isu atau masalah yang akan di pecahkan, metode penelitian kualitatif mengunakan 

fokus grcus group, interview secara mendalam dan observasi berperan serta dalam 

mengumpulkan data. Metode deskriptif adalah metode yang tertuju pada 

pemecahan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan jalan mengumpulkan, 

menyusun, menjelaskan, menganalisis dan mengumpulkan data. Dengan demikian 

hasil penelitian ini nantinya akan dipaparkan data-data yang berkenaan dengan 

partisipasi masyarakat dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam 

musyawarah perencanaan pembangunan desa. 

3.2 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ialah tempat peneliti untuk melakukan sebuah 

penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasari atas pertimbangan yang mendalam 

agar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Lokasi penelitian ini 
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akan dilaksanakan di desa Tembalae, Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Waktu penelitian ini yang dilakukan peneliti yaitu sejak di berikan izin 

atau sudah di keluarkan surat izin resmi dari kampus. Adapun kurun waktu yang 

di tentukan oleh peneliti berkisar dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari, 

15 (lima belas) hari untuk pengumpulan data dan 30 (tiga puluh) hari untuk 

mengolah data dan termasuk penyajian dalam bentuk skripsi maupun dalam 

proses konsultasi atau melakukan bimbingan skripsi. 

3.3  Teknik Penentuan Informan 

Dalam penelitian kualitatif harus perlu diperhatikan penentuan 

respondennya mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Maka dalam penelitian yang 

menggunakan metode kualitatif tidak dimaksud bukan untuk membuat secara 

umum atau generalisasi dari hasil penelitian melainkan lebih menekankan kepada 

kedalaman informasi yang diperoleh agar dapat memperoleh data yang diinginkan 

oleh peneliti dengan penelitian kualitatif maka seorang peneliti membutuhkan 

informan yang benar-benar mengetahui data atau informasi yang sesuai dan 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan tehnik purposive sampling. Menurut Sugiono (2018;96) bahwa 

tehnik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai 

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial 

yang ada pada tempat yang sedang diteliti. 

Adapun informan yang peneliti tunjuk pada penelitian ini ialah sebagai 

berikut : 

1. Kepala desa, Sekertaris desa, Ketua BPD dan dua aparat pemerintahan desa 

Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu 

2. Tokoh-tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang yang ada didesa Tembalae. 

3. Tokoh-tokoh pemuda sebanyak 5 orang. 
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3.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu 

sumber primer dan sumber sekunder. 

1. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2015:137). Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan 

informen. 

2. Data Sekunder adalah sebuah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:137). Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari cara pencatatan, pengambilan 

data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti. Jadi data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan data primer kedata 

sekunder sebagai pelengkap. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam suatu 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulam data, maka peneliti tidak akan menapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan, adapun teknik pengumpulan data 

yang cocok dalam penelitian ini adalah : 

3.5.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan ialah sebuah kegiatan pencatatan peristiwa 

secara berurutan. observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi atau 

observer dan objek yang di observasi atau observer dalam penelitian ini peneliti 

mengunakan observasi non partisipan dimana peneliti hanya melihat secara 

langsung objek tetapi tidak ikut secara langsung . Idrus (2009 :101). 

3.5.2 Wawancara 

Merupakan Suatu proses interaksi dan komunikasi verbal yang dilkukan  

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan oleh 

peneliti. Wawancara juga merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara lisan dan di jawab secara lisan pula melalui kontak 

lansung dengan tatap muka. Esterberg dalam (Sugiyono, 2018:114) 
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mendefinisikan wawancara atau interview sebagai berikut, wawancara atau 

interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehinga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Wawancara digumakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahulu untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari informasi yang lebih 

mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi serstruktur, 

dimana sebelum wawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan di 

ajukan namun pada pelaksananya disesuaikan dengan responden, teknik 

wawancara semi terstruktur jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori 

in-depthinterview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

didalam pihak yang diajak wawancara atau diminta pendapat serta ide-idenya. 

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat 

apa yang dikemukakan oleh informan. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumen ialah data yang diperoleh untuk menambah data dari wawancara 

serta observasi pada penelitian, Sugiyono (2018;124). Hasil penelitian dari 

observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dipercaya apabila itu didukung 

oleh dokumen-dokumen penting dan  hasil foto pada saat penelitian. Metode ini 

merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan 

penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh 

data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data 

yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumen ini diambil untuk 

memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya 

jika tidak dianalisis. Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

metode penelitian, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah 

dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, didalam kategorisasi, 
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dilakukan manipulasi serta proses yang sedemikian rupa,sehingga data tersebut 

mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji 

hipotesis. (Haris Hardiansyah, 2010:100). 

Dalam penelitian ini merupakan data kualitatif deskriptif, maka analisa 

yang dilakukan adalah bersifat induktif dan deskriptif. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian disusun, dianalisa dan disajikan untuk memperoleh 

gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-data tersebut 

diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan 

kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti. Proses analisa data dimulai 

dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara 

maupun observasi yang sudah ditulis dalam cacatan lapangan dan proses 

panafsiran data. Moleong (dalam Gaffar 2006:190). 

Dari uraian diatas, maka proses analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu : 

1. Reduksi Data 

Setelah data dikumpulkan, dibaca, maka langkah selanjutnya adalah 

mengadakan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat 

abstraks, yakni membuat rangkuman yang inti, membuang data yang tidak perlu, 

mengatur data dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu di jaga agar tetap berada 

didalamnya, sehingga penarikan kesimpulan (verifikasi) akhir dari penelitian 

dapat dilakukan dengan mudah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data yang 

diperoleh peneliti dari kegiatan observasi yang berupa kata-kata inti harus segera 

dirangkum agar pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku politik masyarakat tetap 

terjaga dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bagong Suyanto dan 

Sutinah, (2010:70) 

2. Penyajian Data 

Proses analisis selanjutnya adalah penyajian data yang mengorganisir 

informasi secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam 

menggabungkan dan merangkai keterikatan antar data dalam penyusun gambaran 

proses serta memahami fenomena yang ada pada obyek penelitian. Melalui 
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penyajian tersebut, telah memungkinkan peneliti untuk menginterpresentasikan 

fenomena-fenomena yang ada. Arikanto, Suharsimi (2006:90). 

3. Penarikan Kesimpulan 

Dari data yang diperoleh dilapangan, peneliti sejak awal mulai menarik 

kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat pertanyaan 

yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis data terhadap 

fenomena-fenomena yang ada. Dalam penelitian ini, dapat diperoleh dari hasil 

wawancara dan dokumentasi sehingga segera dapat di tarik suatu kesimpulan 

yang bersifat sementara.Agar kesimpulan itu lebih mantap maka peneliti 

memperpanjang waktu observasi. Dari observasi tersebut dapat ditemukan data 

baru yang dapat mengubah kesimpulan sementara, sehingga diperoleh kesimpulan 

yang mantap. 

 

 


